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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 

secara tegas bahwa begara Indonesia adalah negara hukum.Sejalan dengan ketentuan 

tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan 

bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum 

yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila suatu kegiatan atau 

perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si 

pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya. 

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, 

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian 

hukum.1 

 Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa 

hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai 

hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada 

masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka 

                                                             
1Andi Hamzah, 2001,Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, GhaliaIndonesia, hlm 

14. 
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hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan 

masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan 

bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan 

merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi 

kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak 

yang diakui oleh peradilan.2 

 Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta 

proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta 

penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya 

martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam 

proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara 

integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan 

hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat 

besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang 

diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

menunjukan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib 

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.3 

 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

                                                             
2 Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral & Keadilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm91. 
3Jimly Asshidiqie, 2014,Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 158. 
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Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Putusan hakim 

merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.Dengan 

demikian, dapatlah diartikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa 

memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat 

berupa yaitu menerima putusan, banding, atau kasasi, bahkan melakukan Grasi. 

 Dalam pelaksanaannya dalam sistem hukum di Indonesia, Indonesia sebagai 

Negara hukum memiliki beberapa sistem hukum yang dianut di dalamnya, salah satu 

diantaranya yaitu sistem hukum pidana.Hukum pidana pada dasarnya merupakan 

serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbutatan yang 

dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi-sanksi tertentu 

yang dapat dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan.Karena 

konsep dasar dari aturan ini adalah setiap orang atau manusia yang melakukan 

perbuatan yang dilarang, maka harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya 

tersebut.4Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai 

larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah 

sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan 

mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.5 

                                                             
4 Setiyono, 2010, Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm 10 
5  Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 

1-2. 



4 
 

 Pada proses sistem peradilan pidana hakim berperan dalam melaksanakan 

putusan yang mana putusan tersebut diambil dalam pertimbangan terhadap dakwaan-

dakwaan dari jaksa penuntut hukum. Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim dalam 

mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan 

kebenaran, keadilan dan kejujuran.Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus 

perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.6Pertimbangan hakim merupakan 

salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi 

Mahkamah Agung.7 

 Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi 

dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh 

terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi surat dakwaan, 

dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut 

                                                             
6 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalamNegara 

Hukum Pancasila, Nusamedia, Jakarta, hlm 24. 
7 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta,Pustaka 

Pelajar, hlm 140. 
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seperti yang disebutkan di dalam Pasal 143 ayat (2) butir a KUHAP. Surat dakwaan 

akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh 

hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang 

didakwakan jaksa penuntut umum. 

 Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat 

ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah 

dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan 

karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu 

serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak 

pidana.Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus delecti) serta keadaan 

menunjukan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan 

terntentu, yang dispesialisasi dan di individualisasi.8 

 Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan tentang pengertian 

surat dakwaan. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa 

pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari 

hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar 

dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar 

pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. 9 Menurut Rusli Muhammad 10 , 

                                                             
8  Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, GhaliaIndonesia, 

Bogor, hlm 32. 
9 M. Yahya Harahap, 1997, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, jilid 1,Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 414. 
10 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontenporer, Citra Aditya bakti,Bandung, hlm 83. 
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KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan 

ciri dan isi surat dakwaan itu seperti di sebutkan pasal 143 ayat(2), yakni; 

 “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 

ditandatangani serta berisi: 

a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. 

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan.” 

 

 Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk 

surat dakwaan pula tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana 

secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) 

KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing 

menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (concursus 

realis), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa 

perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu 

perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum 

membuat dakwaan secara alternatif.11 

 Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa 

dakwaan, tetapi perbuatanya hanya satu saja. Biasanya dakwaan ini dibuat jika 

penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan 

terdakwa paling tepat atas kesalahannya.Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing 

                                                             
11  Osman Simanjuntak, 1999, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Cetakan. Pertama,Sumber Ilmu 

Jaya,Jakarta, hlm 23. 
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dakwaan bersifat saling mengecualikan. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang 

didakwakan terbukti menurut keyakinanya. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut 

juga dakwaan pilihan (keuze telastelgging). 

 Dalam putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora penuntut umum telah 

membuat surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif jaksa penuntut 

umum disebutkan bahwa terdakwa didakwa dengan dua perbuatan tindak pidana antara 

lain dakwaan pertama yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur pada Pasal 372 

KUHP tentang Pasal penggelapan dan dakwaan kedua yaitu barangsiapa dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana 

diatur pada Pasal 378 KUHP tentang Pasal perbuatan curang. 

 Dalam putusan tersebut, hakim menimbang bahwasanya berdasarkan fakta-

fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melanggar ketentuan pidana 

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu tentang perbuatan curang dan divonis 

berdasarkan Pasal perbuatan curang dalam KUHP. 

 Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada 

teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.Salah satu usaha untuk 
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mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak 

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. 

  Setelah melihat dan mengamati penjabaran dari uraian fakta-fakta yang telah 

dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai “Analisis 

Kebijakan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Berdasar Dakwaan 

Alternatif (Studi Kasus Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang timbul adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi yuridis bentuk dakwaan alternatif dalam perkara nomor 

82/Pid.B/2019/PN.Blora? 

2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 

82/Pid.B/2019/PN.Blora dengan dakwaan alternatif? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisisimplikasi yuridis bentuk 

dakwaan alternatif dalam perkara nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora; 
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2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisisdasar pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora dengan dakwaan 

alternatif 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun 

segi praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai analisis kebijakan hakim dalam memutus perkara 

tindak pidana berdasar dakwaan alternatif; 

b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan 

sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang 

ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini; 

b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis 

bagi peneliti dalam membuat karya tulis. 

 

 

 



10 
 

E. Kerangka Konseptual 

1.Analisis 

 Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk 

mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan 

antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.12Analisis adalah suatu usaha untuk 

mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) 

sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan 

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti 

duduk perkaranya.13 

 Menurut Nasution, melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan 

kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, 

sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan 

sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.14 Analisis dapat 

juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau 

mencariinformasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih 

mudah dipahami. Tak jauh beda dengan penelitian mereka berdua hamper mempunyai 

sebuah makna yang sama. Pada dasarnya penelitian mempunyai pengertian dalam 

bahasa inggris “research“ atau dalam bahasaIndonesia biasanya juga di sebut “riset” 

                                                             
12 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung,Alfabeta, hlm 335. 
13 Aan Komariyah dan Djam’an satori, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung,Alfabeta,hlm 

200. 
14Sugiyono, 2015, Op.Cit, hlm 334. 
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yang berat mempunyai arti “mencari”. Dengan demikian research atau penelitian berati 

“mencari kembali”.15 

 Analisis ini mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang 

terdapat pada suatu lingkungan tertentu.Analisis bisa diterapkan diberbagai jenis 

lingkungan dan juga keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan 

kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Disebabkan karena analisis 

bisa mengetahui secara mendetail mengenai keadaan lingkungan saat ini. 

 Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data 

tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan 

digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, atau dapat saja hanya 

digunakan sebagai arsip. Didalam bidang pendidikan analisis ini digunakan untuk 

melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. 

2. Kebijakan 

 Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku 

seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu 

untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.Pada dasarnya terdapat banyak 

penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.Menurut 

Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi 

                                                             
15 Imam machali, 2017,metode penelitian kuantitatif, panduan praktis merencanakan, melaksanakan 

dan analisisdalam penelitian kuantitatif, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam 

negeri(uin) sunan kalijaga,Yogyakarta, hlm 15. 
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kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam 

kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; 

a. Tingkat hidup masyarakat meningkat; 

b. Terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi 

individual; 

c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, 

perencanaan, keputusan dan implementasi); dan 

d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.16 

 Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa 

kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” 

yang artinya kota (city).17Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-

cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan 

mereka.Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan 

merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga 

dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 

 Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk 

dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan 

yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi 

pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan 

                                                             
16  Noeng Muhadjir, 2000,Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan PelakuSosial 

Kreatif, Yogyakarta, Raka Sarasin, hlm 15. 
17 Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993, Management A.Global Perspective Tent Edition(New 

York: McGraw-Hill),hlm 123. 
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yang telah dibuat dan disepakati bersama.Dengan demikian kebijakan menjadi sarana 

pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. 

 Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa 

kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap 

dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan 

mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.18Kebijakan juga adalah rencana, 

kebijakan itu sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan 

pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, 

tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manager.19Sementara Koontz, Donnell dan 

Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk 

mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan 

memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam 

memutuskan komitmen.20 

 Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk 

menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen.Untuk itu kebijakan yang 

dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu 

Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan 

kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum 

                                                             
18 Amin Priatna, 2008, Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen padaUniversitas 

Pendidikan Indonesia, Pasca Sarjana UNJ, hlm 15. 
19Ibid, hlm 125. 
20 Haroid KoontzCyrill O’Donell, and Heinz Weihrich, 1992,Management Eighth Edition, NewYork : 

McGraw-Hill Book Company, hlm 144 
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(masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional 

sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan 

publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.21 

 Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif.Kebijakan subtantif adalah 

keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk 

mengatasi masalah.Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan implemtatif 

yaitu keputusan-keputusan yang berupa upayaupaya yang harus dilakukan untuk 

melaksanakan kebijakan substantif.22 

3. Hakim 

 Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 

2004 yang dimaksud dengan hakim adalah  hakim agung dan hakim pada badan 

peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta 

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara 

umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah 

organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah 

diletakkan kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, 

baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang 

                                                             
21 William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, 1998, Business and Society, CorporateStrategy, 

Public Policy, Ethics, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company,hlm 11. 
22 Noeng H, Muhadjir, 2003, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach, Yogyakarta: Rake 

Sarakin, hlm 90. 
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diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada 

satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang 

Maha Esa.23 

 Al Wisnu Broto, pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah 

konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada  yang menggambarkan 

hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. 24 

Pengertian hakim terdapat pula dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan 

bahwa: 

“Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan 

kehakiman.Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami 

ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-

undangan.Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus 

berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.” 

 

 Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 

(5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa: 

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” 

 

 Dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, yang 

dimaksud hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan 

                                                             
23  Bambang Waluyo, 1992, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar 

Grafika,Edisi 1 Cet 1, Jakarta, hlm 11 
24Al. Wisnu Broto, 1997, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian),Penerbitan 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 2. 
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Tinggi Agama. Dan pengertian hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas 

kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta 

pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pembinaan dan 

pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah 

Agung.Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.25 

 Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan 

kehakiman.Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami 

ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-

undangan.Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus 

berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.26 

4. Tindak Pidana 

 Tindak pidana dalam istilah Belanda disebut strafbaarfeit. Dalam Wetboek van 

Straftrecht dikenal disebut dengan istilah strafbaarfeityang dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) dan diterjemahkan berbeda-beda. Kata Feit itu sendiri 

berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, hingga 

secara harafiah perkataan strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari 

suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena 

                                                             
25  Jaenal Arifin, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, 

Kencana, hlm 231. 
26 Siti Soetami,2007, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 12. 
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kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia 

sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.27 

 Pembentuk Undang-undang Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan 

mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga 

timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat pakar hukum tentang yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit itu, antara lain: 

a. Van Hammel merumuskan strafbaar feit (delik) sebagai berikut: “kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.28 

b. Simons merumuskan bahwa strafbaar feit (terjmahan harafiah peristiwa 

pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 

(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.29 

c. Pompe merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah 

(penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai 

kesalahan untuk menyalenggarakan ketertiban hukum dan menjamin 

kepentingan umum.30 

d. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.31 

                                                             
27 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, CitraAdityaBakti, Bandung, hlm  

181. 
28  Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja 

GrafindoPersada,Jakarta, hlm 58 
29 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224. 
30Ibid, hlm 225. 
31 Frans Maramis, Op.Cit, hlm 58 
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 Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan tindak pidana atau delik atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana adalah 

perbuatan melawan hukum yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 

pidana. 

5. Dakwaan Alternatif 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengatur 

mengenai adanya Surat Dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi 

tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas 

lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang 

bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh 

terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang 

pengadilan.32 

 Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum 

yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang 

memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan 

dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut 

yang didakwakan telah didakwakan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-

pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan 

terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan 

                                                             
32 Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalamProses Pidana, Rineka 

Cipta, Jakarta,hlm 43.  
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itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk perbuatan itu.33 

 Di dalam KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang 

dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah 

merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. 

Dalam hal ini dakwaan alternatif sebagai bentuk dari surat dakwaan. Surat dakwaan ini 

didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang 

merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja 

diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara 

kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain 

menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat 

keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam 

dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu 

merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. 

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan 

dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan 

dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti.Apabila salah satu 

telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

 

F. Kerangka Teori   

                                                             
33  A. Soetomo, 1990, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Jakarta: 

PenerbitPT.Pradnya Paramita, hlm 21. 



20 
 

1. Teori Kepastian Hukum 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan.Norma-norma adalah produk dan 

aksi manusia yang deliberatif.Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu.Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.34 

 Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” 

yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum 

satu satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.35 

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

                                                             
34 Peter Mahmud Marzuki, 2008,Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 158 
35  Dominikus Rato, 2010,Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum,Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, hlm 59 
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boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu.36 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan 

hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian 

hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan 

hukum yang bersifat umum.Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian hukum.37 

 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai 

peraturan yang ditaati.38Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.Beliau berpendapat bahwa keadilan 

dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

                                                             
36 Riduan Syahrani, 1999, rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm 

23 
37 Achmad Ali, 2002, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbittoko gunung 

agung, Jakarta, hlm 82-83. 
38Firman Hidayat, Akhmad Khisni, 2017, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan 

Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Akta, Program Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Vol.4 No.4, hlm 597. 
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ditaati.Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.39 

 Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah 

penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. 40 Apalagi 

membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-

undangan.Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan perlindungan 

hukum.Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. 41 Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-

kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku 

yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya 

dengan suatu sanksi.42Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan 

dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua 

orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak 

ada hukum).43 

 Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi: 

                                                             
39Ibid 
40Budi Suhariyanto, 2015, Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara 

Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum), Jurnal  Hukum dan 

Peradilan, vol.4 Nomor.2, hlm 346. 
41Christine S.T. Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2000,Kamus IstilahHukum, 

Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385 
42 Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, , PTRaja 

GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 24. 
43Ibid, hlm 2. 
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a. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal 

yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui 

apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai 

perkara; 

b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para 

pihak terhadap kesewenangan hakim.44 

 Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang 

sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia. Kepastian hukum 

bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomat), melainkan sesuatu yang 

cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.Berbicara 

mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah 

kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (sicherkeit des 

rechts).45 

2. Teori Keadilan 

 Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

mengutamakan “the search for justice”.46Berbagai macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 

                                                             
44 L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, 

PTRevikaAditama, Bandung, hlm. 82-83. 
45 Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban,UKI Press, Jakarta, hlm. 135-136. 
46Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 

hlm 24 
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kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori 

keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics. 

 Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean 

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya 

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. 47 Pada pokoknya pandangan 

keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan 

persamarataan.Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang 

sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara 

dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

 Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua 

macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”.Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. 

Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa 

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar 

barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak 

kontroversi dan perdebatan. 

                                                             
47 L. J. Van Apeldoorn, 1996,Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya 

Paramita,Jakarta,hlm 11-12. 
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 Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. 

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada 

dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan 

nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan 

distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.48Jadi 

keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil 

dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya 

diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang 

tak bisa dibagi (undivided goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, 

fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di 

mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu 

hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis 

dibagi (divided goods) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan 

dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, 

sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya 

secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan 

tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan 

sosial bagi masyarakat. 

                                                             
48Pan Mohamad Faiz, 2009,Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 , 

hlm 135. 
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 Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak 

yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi 

fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan 

atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut 

dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan 

atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak 

yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.  

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi 

hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan 

komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan 

moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan 

maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-

hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui 

cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk 

menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, 

dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

 Keadilan menurut Ariestoteles adalah kelayakan dalam tindakan 

manusia.Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang 

terlalu banyak dan terlalu sedikit.Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau 

benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah 

ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, 

sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. 
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 Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi.Menurutnya 

di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu 

kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan 

perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang 

dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang 

sama.49 Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti 

juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga 

berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip 

persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan 

terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama 

diperlakukan secara tidak sama.  

 Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai 

keadilan.Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum 

semata-mata bertujuan keadilan.Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang 

yang adil dan tidak adil.50Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau 

mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang 

dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga 

lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, 

sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang 

                                                             
49 J.H. Rapar, 2019, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82. 
50L.J van Apeldoorn, 1995, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 

Willink, hlm. 10. 
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mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari 

beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat 

disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan 

fungsi pengaturan dalam praktek hukum. 

 Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah 

dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai 

berikut: 

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed 

of three elements: an individual element: the suum cuiquire tribuere (individual 

justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which 

civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which 

is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the 

state (justice of the state).51 

 

 Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, 

yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang 

adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas 

pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain 

pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat 

memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. 

Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut 

hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara 

konkrit dalam keadaan tertentu. 

G. Metode Penelitian 

                                                             
51 Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432 
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 Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.52Sementara itu, dalam 

melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan metode 

penelitian yang tepat. 

 Sedangkan metode penelitian sebagai alat atau cara untuk memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dalam penelitian tersebut peneliti selalu 

mengarahkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.53 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode yuridis sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas 

permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan 

yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan 

tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas 

keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah 

yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.54 

                                                             
52 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hlm 4 
53 Zainudin Ali,2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98. 
54 Rony Hanitijo Soemitro, 1990,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hlm 34 
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Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan 

makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari 

aksi dan interaksi mereka.55 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau 

yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif 

yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat 

tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang 

berkembang. 

3. Lokasi Penelitian  

 Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Blora. 

Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan penulis menginventaris data berupa 

kebijakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan surat dakwaan alternatif pada 

pengadilan negeri agar dapat lebih fokus pada rumusan masalah, selain itu penulis 

berdomisili di Kabupaten Blora sehingga dapat memudahkan penulis dalam penelitian. 

4. Sumber Data 

                                                             
55 Soetandyo Wignjosoebroto,2001, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1. 
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Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati 

secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang 

sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. 

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka 

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

6. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya 

dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk 

menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan 

dandalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang 

kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian. 

7. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, 

yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh 

melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah 
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seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang 

diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data 

yang jelas mengenai pokok permasalahanya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, 

Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan 

Umum Surat Dakwaan, Penuntutan Pidana dalam Perspektif Hukum Islam. 

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: implikasi yuridis bentuk 

dakwaan alternatif dalam perkara nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora, dan dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora dengan 

dakwaan alternatif. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

 


